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PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 101 TAHUN 2018

TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH ACEH

Menimbang: a.

Mengingat 1.

Ya

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar AkuntansiPemerintahan dan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar AkuntansiPemerintahan Berbasis Aktual pada Pemerintah Daerah, perlumenyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh,bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentangKebijakan Akutansi Pemerintah Aceh, dipandang sudah tidak sesuaidengan keadaan dan perkembangan Peraturan Perundang-undangansehingga perlu diganti,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Acehtentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh:

Cc.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan DaerahOtonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan PembentukanPropinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1103):
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421):
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633):Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 571, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5340):Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang LaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4614):

7. Peraturan ..../2



10.

11.

-2.-

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang StandarAkuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5165): |

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaanarang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik

B:

Indonesia Nomor 5533):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman .Pengelolaan Keuangan Daerah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentangPenerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual padaPemerintah Daerah:
Oanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan KeuanganAceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh DarussalamNomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Oanun Aceh Nomor 10Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Oanun Aceh Nomor 1 Tahun2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASISAKRUAL PEMERINTAH ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalamsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan olehPemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwalclan Rakyat DaerahAceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melaluisuatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung,umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
. Pengelolaan Keuangan Aceh adalah keseluruhan kegiatan yangmeliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporanpertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Aceh.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkatAPBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yangdibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur Aceh dan DewanPerwakilan Rakyat Aceh (DPRA) serta ditetapkan dengan OanunAceh.
Kas Umum Aceh adalah tempat penyimpanan uang PemerintahAceh yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh
Penerimaan Aceh dan membayar seluruh pengeluaran Aceh.
Rekening Kas Umum Aceh adalah rekening tempat penyimpananuang Aceh yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampungseluruh penerimaan Aceh dan membayar seluruh pengeluaran Aceh
pada bank yang ditetapkan.

|Pendapatan Aceh adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagaipenambah nilai kekayaan bersih.
Belanja Aceh adalah kewajiban Pemerintah Aceh yang diakui
sebagai penggunaan nilai kekayaan bersih.
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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22.

23.

. Surplus Anggaran Aceh adalah selisih lebih antara Pendapatan Aceh9
dan Belanja Aceh.
Defisit Anggaran Aceh adalah selisih kurang antara pendapatanAceh dan Belanja Aceh.

. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAPadalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusundan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan,beban, aset, utang dan ekuitas dalam elaporan keuangan berbasisakrual serta mengakui pendapatan, be anja dan pembiayaan dalam
pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yangditetapkan dalam APBA.
Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipiliholeh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajianlaporan keuangan.

55

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh adalah prinsip-prinsip,konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yangdipilih oleh Pemerintah Aceh sebagai pedoman dalam menyusundan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Aceh untukmemenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangkameningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadapanggaran, antara periode maupun antara entitas.
Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhtransaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwaitu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterimaatau dibayar.
Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah
laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA,belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa
lebih/kurang pembinaan anggaran, yang masing-masingdiperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnyadisingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasikenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL
awal, SiLPA/SIKPA, koreksi dan SAL akhir.

p
Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangansuatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana

4
pada tanggal tertentu.
Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporanyang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional
keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO,beban dan siirplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporanyang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporanyang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan,perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, sertasaldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalahlaporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitasyang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan
ekuitas akhir.
Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLKadalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapanyang memadai.

24. Satuan ..../4
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24. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA
adalah perangkat Aceh pada Pemerintah Aceh.

295. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftarkodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusunsecara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggarandan pelaporan keuangan Pemerintah Aceh.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
(1) Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh meliputi :

a. Kerangka Konseptual:
b. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan:
c. Kebijakan Akuntansi Akun:
d. Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD): dan
e. Bagan Akun Standar dan Konversi.

(2) Kerangka Konseptual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,memuat perumusan konsep yang mendasari penyusunan dan
penyajian laporan keuangan Pemerintah Aceh.

(3) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, memuat penjelasan atas unsur-unsur laporankeuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajianpelaporan keuangan Pernerintah Aceh yang meliputi :

Laporan Realisasi Anggaran (LRA):
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL):
Laporan Operasional (LO):

. Neraca:
Laporan Perubahan Ekuitas:
Laporan Arus Kas (LAK):
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK): dan

. Laporan Keuangan Konsolidasian.
(4) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)h Cc, menjelaskan tentang definisi, klasifikasi, pengakuan,

pengukuran penyajian dan pengungkapan.
(5) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c, meliputi :

Kebijakan 01 tentang Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas:
Kebijakan 02 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang:

|Kebijakan 03 tentang Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang:
Kebijakan 04 tentang Kebijakan Akuntansi Persediaan:
Kebijakan 05 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir,Kebijakan 06 tentang Kebijakan Akuntansi Penyisihan Dana
Bergulir:
Kebijakan 07 tentang Kebijakan Akuntansi Investasi:

. Kebijakan 08 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap,Kebijakan 09 tentang Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam
Pengerjaan, |

Kebijakan 10 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan,Kebijakan 11 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya,
Kebijakan 12 tentang Kebijakan Akuntansi Kewajiban:

. Kebijakan 13 tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA,
Kebijakan 14 tentang Kebijakan Akuntansi Belanja,
Kebijakan 15 tentang Kebijakan Akuntansi Transfer,
Kebijakan 16 tentang Kebijakan Akuntansi Pembiayaan,
Kebijakan 17 tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO,
Kebijakan 18 tentang Kebijakan Akuntansi Beban, dan
Kebijakan 19 tentang Kebijakan Akuntansi Hibah:

(6) Kebijakan Akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d, menjelaskan tentang akuntansi dan pelaporan keuanganBLUD.
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(7) Bagan Akun Standar dan Konversi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, merupakan pedoman bagi entitas pelaporan dan
entitas akuntansi dalam melakukan kodefikasi akun yang
menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap dan
konversi dalam penyajian laporan keuangan.

BAB II!
PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

PEMERINTAH ACEH
Pasal 3

(1) Setiap Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi pada Pemerintah Aceh
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan wajib berpedoman
pada Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh.

d
(2) Ketentuan mengenai Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual

Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantumdalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4
(1) Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan dengandokumen anggaran.
(2) Dalam hal kodefikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan

BAS, Pemerintah Aceh dapat melakukan konversi dalam penyajian
laporan keuangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah
Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 28) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh
Tahun 2016 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal,:.t€ Oktots 2018

Bt tah £AG. Shafar 1440
# Apit G
AN altaHS Po

UBERNURACEH),JZLL
1Lk |

NSA SoVA IRIANSYAH
Diundangkan di Banda Aceh Ba
pada tanggal, 16 Gktuber 2018

/ASEKRETA

LN DERMAWAN

“4x Snator 1440
RIS DAERAHACEH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR j 901

PTN WAHED/2018/PERATURAN/OKTOBER
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(7) Bagan Akun Standar dan Konversi seba
ayat (1) huruf e, merupakan pedoman b
entitas akuntansi dalam melakukan kodefikasi akun yangmenggambarkan struktur laporan keuangan secara 1konversi dalam penyajian laporan keuangan.

BAB III
PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

PEMERINTAH ACEH
Pasal 3

(1) Setiap Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi pada Pemerintah Acehdalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan wajib berpedomanpada Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh.
(2) Ketentuan mengenai Kebijakan AkuntansiPemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantumdalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4
(1) Pencatatan transaksi pelaksanaan an

dokumen anggaran.
(2) Dalam hal kodefikasi akun dokumen anggaran belum sesuai denganBAS, Pemerintah Aceh dapat melakukan konversi dalam penyajianlaporan keuangan.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan GubernurAceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi PemerintahAceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 28) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Aceh (Berita Daerah AcehTahun 2016 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahAceh.

memerintahkan pengundangan

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Okisber

gaimana dimaksud pada
agi entitas pelaporan dan

engkap dan

de

Berbasis Akrual

8

ggaran disesuaikan dengan

2018
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H
1440, Pit. GUBERNURACE

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 2x Oktova 2018
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"LAMPIRAN'. PERATURAN GUBERNUR ACEHNOMOR 101 TAHUN 2018
— TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS:AKRUAL
PEMERINTAH

ACEH.-

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI
PEMERINTAH ACEH

1. PENDAHULUAN
|

I.1, Tujuan
1 . Kerangka konseptual inimerumuskan konsep yang mendasari
penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Aceh.
Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:
a) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah

akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi:
“b) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah

laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan
akuntansi pemerintahan, dan

.c) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan
informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang
disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintahan.

, Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal2
terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam
kebijakan akuntansi pemerintahan.

, Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan
“kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi
diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam
jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan

0

sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa

depan.
12. 'Ruang Lingkup

1. Kerangkakonseptualini membahas:
aj) tujuan kerangka konseptual,

- b) lingkungan akuntansi Pemerintah Aceh,
|

, c) pengguna dan kebutuhan informasipara pengguna,
dj) entitasakuntansidan entitas pelaporan,

Tampiran pk...
KebijakanAkuntansi Kerangka Konseptual 1

Xx.
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No. Rekening Uraian1
29250112 Beban Bantuan Kepada PARTAI NASIONAL ACEH (PNA)9.2.5.01.13. Beban Bantuan Kepada PARTAI ACEH (PA)9.2.5.01.14, Beban Bantuan Kepada PARTAI BULAN BINTANG(PBB)9.2.5.01.15. Beban Bantuan Kepada PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)9.2.5.01.16. Dst....

9.2.5.02. Beban Transfer Tidak Terduga.
9.2.5.02.01. Beban Transfer Tidak Terduga...9.2.5.02.02. Dst....

9.2.6. Beban Transfer Dana Otonomi Khusus9.2.6.01. Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota9.2.6.01.01. Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota...9.2.6.01.02, Dst....

93. DEFISIT NON OPERASIONAL
9.3.1. Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO9.3.1.01. Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
9.3.1.01.01. Defisit Penjualan Aset Tanah - LO
9.3.1.01.02. Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO9.3.1.01.04. Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO9.3.1.01.04. Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO9.3.1.01.05. Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO
9.3.1.01.06. Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO
9.3.1.01.07. Pst...,

9.3.2. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO9.3.2.01. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO9.3.2.01.01. Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO
9.3.2.01.02. Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO9.3.2.01.04, Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO9.3.2.01.04, Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO
9.3.2.01.05, Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO
9.3.2.01.06, Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO
9.3.2.01.07. Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO9.3.2.01.08, Dst....

9.3.3. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO9.3.3.01. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO9.3.3.01.01, Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO9330102 Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO9,3,3.01.04, Dst....

9.4. BEBAN LUAR BIASA
941. Beban Luar Biasa
9.4.1.01. Beban Luar Biasa
9.4.1.01.01. Beban Bencana Alam
9.4.1.01.02. Beban Luar Biasa Lainnya
9.4.1.01.04. Dst.... an
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